BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN KREDIT

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Jaminan Kredit

Pengertian jaminan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari adanya
suatu utang piutang yang terjadi antara pihak yang berutang dengan yang pihak
berpiutang. Bagi pihak berpiutang adanya jaminan yang diserahkan yang berutang
akan menambahkan keyakinan baginya bahwa uang yang dipinjam tersebut akan
dikembalikan oleh yang berutang. Begitu juga halnya dalam dunia perbankan
bahwa seorang debitur dalam mengajukan permohonan kredit tidak terlepas dari
adanya persyaratan untuk menyerahkan jaminan atas kreditnya.

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
ditegaskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti bila debitur berutang kepada
kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut Secara otomatis menjadi
jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk
menyediakan jaminan harta debitur.® Secara hukum seluruh kekayaan debitur
menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua

kreditur secara bersama-sama.®

8 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: CV. Alpabeta, 2003),
hal. 145

% Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,
2002), hal. 7
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Pengertian jaminan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata
tersebut diatas mengandung arti secara umum bahwa seluruh harta kekayaan
seseorang yang berutang merupakan jaminan atas utangnya baik yang sudah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari. Walaupun dalam perjanjian utang
piutang atau perjanjian kredit tidak disebutkan secara khusus, namun menurut
ketentuan Pasal 1131 tersebut seluruh harta kekayaan debitur baik yang ada pada
saat perjanjian kredit dibuat maupun yang ada dikemudian hari termasuk sebagai
jaminan atas bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 8 berikut
penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan pemberian kredit
dapat diartikan sebagai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur
untuk melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh
keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha
dari debitur. Bila terhadap unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa
barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
Bank tidak wajib meminta agunan yang tidak berkaitan langsung dengan obyek
yang dibiayai, lazim disebut agunan tambahan.

Agunan merupakan istilah yang dikenal di lingkungan perbankan, dalam
Pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa

agunan adalah tambahan yang diserahkar, debitur kepada bank dalam rangka

UNIVERSITASMEDAN AREA



12

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.®

Dilihat dari segi hukum jaminan sebagaimana tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian jaminan yang dipergunakan dalam
ketentuan dan praktik perbankan lebih menitikberatkan pada aspek sosial
ekonomi. Hasanuddin Rahman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
jaminan atau agunan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau
pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai kepentingan
bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.™

Ada beberapa pengertian jaminan dan kredit yang terdapat di dalam
literatur hukum, yaitu :

1. Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu
tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga
kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.*?

2. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk
menanggung pembayaran kembali suatu hutang.™®

3. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan
debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari

19 pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang tahun 1992 tentang Perbankan

11 Hasanuddin Rahman, Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional
Perbankan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 108

12 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, (Bandung : PT. Alumni,
2005), hal. 12.

3 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), hal. 70.
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suatu perikatan.™

4. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hokum yang
mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap
seorang debitur.®®

5. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah
keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum
antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.®

6. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada
Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu dengan pemberian bunga.*’

7. J.A. Levy menyatakan bahwa pengertian kredit adalah menyerahkan
secara sukarela sejumlah uang dipergunakan secara bebas oleh penerima
kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk
keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di

belakang hari.*®

! Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2, (Jakarta : Ind - Hil Co,
2002), hal. 6.

15J. Satrio, Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 1991), hal. 3.

18 Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia,
2002), hal. 9.

7 Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 11.

'8 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Cet. 1, (Bandung : Alumni, 1989),
hal. 24.
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Unsur-unsur dari jaminan kredit adalah :*°

1. Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam,
yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum
jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum
jaminan hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang
tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai
tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan
barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi
jaminan adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit.
Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang
jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminaan ini
adalah orang atau badan hukum.

3. Adanya jaminan
Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan
material dan immaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa
hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jaminan immaterial merupakan jaminan non kebendaan.

9 salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), hal. 7.

UNIVERSITASMEDAN AREA



15

4. Adanya fasilitas
Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk

mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

B. Sumber-Sumber Hukum Jaminan Kredit

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ini
merupakan faktor yang membantu pembentukkan hukum, misalnya hubungan
sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekomomi, tradisi (pandangan keagamaan
dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, dan keadaan geografis. Sumber hukum
formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan
bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Contoh dari
sumber hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antar negara,
yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi
dua macam yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis. Dengan hal ini,
maka sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber
hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum
jaminan tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang
berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat di
dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan

sumber hukum jaminan tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum

UNIVERSITASMEDAN AREA



16

jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum

kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis antara lain:®

1. Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari
produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848.
Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. KUH Perdata terdiri
atas 4 buku, yaitu Buku I tentang Orang, Buku 1 tentang Hukum Benda, Buku
Il tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa.
Jaminan-jaminan yang masih berlaku dalam Buku Il KUH Perdata hanyalah
gadai (pand) dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai
dengan 1160 KUH Perdata dan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai 1232
KUH Perdata. Sedangkan ketentuan tentang hipotek atas tanah kini sudah
tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan, dan ketentuan yang masih berlaku hanya
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotek kapal laut, yang beratnya
20 m3 (dua puluh meter kubik) ke atas.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) KUH Dagang diatur
dalam Staatsblad 1847 Nomor 23. KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu
Buku | tentang Dagang pada umumnya dan Buku Il tentang Hak-hak dan
Kewajiban yang timbul dalam Pelayaran. Pasal-pasal yang erat kaitan dengan

jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal-

2 1bid., hal. 14.
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pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal
316 KUH Dagang.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok
Agraria (UUPA)
Ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal 51 dan
Pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “ Hak Tanggungan yang dapat
dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut
dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam
Pasal 57 UUPA berbunyi *“ Selama undang-undang mengenai Hak
Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku
adalah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut
dalam Staatsblad (Stb). 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad
1937-190.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana yang diatur
dalam Buku Il KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan
mengenai Credietverband dalam Stbh. 1908-542 sebagaimana telah diubah
dalam Stb. 1937-190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam
Buku Il KUH Perdata dan Sth. 1937-190 adalah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata

perekonomian Indonesia.
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5. Undang-Undang Nomor 42 Tv ahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Ada tiga pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu
. pertama kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha
atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang
jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, kedua jaminan
fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih
didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan secara lengkap dan komprehensif, ketiga untuk memenuhi
kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk
menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum
bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.
6. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
yang berbunyi ayat pertama kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek,
ayat kedua ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang
penjabaran Pasal ini sampai saat ini belum ada, namun di dalam Penjelasan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat dan tata cara
pembebanan hipotek. Sedangkan pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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C. Sifat Perjanjian Jaminan Kredit
Dalam hukum perdata terdapat berbagai pembedaan perjanjian
sebagaimana yang terkait dengan hukum perikatan. Perjanjian dapat dibedakan
satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang sering dikemukakan adalah mengenai
adanya perjanjian pokok dan perjanjian accessoir (perjanjian buntut atau
perjanjian turutan). Kedua jenis perjanjian tersebut terutama ditemukan dalam
suatu kegiatan pinjaman uang.?
1. Perjanjian Pokok
Perjanjian Pokok adalah perjanjian yang mendasari atau
mengakibatkan dibuatnya perjanjian lain. Perjanjian lain tersebut adalah
perjanjian accessoir (perjanjian buntut atau perjanjian turutan). Salah satu
contoh perjanjian pokok adalah berupa perjanjian kredit yang dibuat bank
bersama debitur dalam rangka kegiatan usaha pemberian kredit perbankan.
2. Perjanjian Accessoir
Perjanjian Accessoir adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau
berkaitan dengan perjanjian pokok. Pejanjian accessoir timbul (terjadi) karena
adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Salah satu perjanjian accessoir
adalah berupa perjanjian pengikatan objek jaminan kredit yang dibuat bank
bersama debitur atau pemilik objek jaminan kredit.
Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan perjanjian pokok dan

perjanjian accessoir adalah sebagai berikut:

2l M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 132.
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1. Tidak ada suatu Perjanjian accessoir bila sebelumnya tidak ada perjanjian
pokok. Perjanjian pengikatan jaminan hutang dibuat karena adanya perjanjian
uang. Perjanjian pengikatan objek jaminan kredit dibuat berdasarkan
perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh bank dan debitur.

2. Bila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian accessoir harus diakhiri.
Perjanjian pengikatan jaminan kredit harus diakhiri dengan berakhirnya
perjanjian kredit karena pinjaman debitur kepada bank telah dilunasinya dan
perjanjian kredit sudah berakhir.

Dengan adanya dua jenis perjanjian yang timbul dari kegiatan peminjaman
uang, hendaknya bank menyadari pentingnya perbuatan perjanjian pengikatan
jaminan kredit bagi kelengkapan pengamanan pemberian kreditnya.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga
terdapat ketentuan yang menegaskan keterkaitan perjanjian pengikatan jaminan
hutang dengan perjanjian pinjaman uang atau perjanjian pokok, misalnya dalam
ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 4 UU No.
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sifat dari accessoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum
antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok.

2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.

3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.
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4. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogasie maka perjanjian

tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.

D. Macam-Macam Jaminan Kredit
Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan
khusus. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan Pasal 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disamping sebagai kelanjutan dan
penyempurnaan Pasal 1131 yang menegaskan persamaan kedudukan para
kreditur, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara
kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi
karena ketentuan Undang-Undang maupun karena diperjanjikan.??
1. Jaminan Umum
Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) yang menyatakan bahwa “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan “. Sedangkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menyatakan bahwa “ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-
sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar

22 Frieda Husni Hasbullah, Op. Cit., hal. 8
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kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan *.

Dari isi pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan
umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan
menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan
tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi
diantara para kreditur seimbang dengan piutang-piutang masing-masing.

Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda debitur maka
ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat menimbulkan dua kemungkinan
yaitu pertama adalah kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan
kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit (minimal) sama ataupun
melebihi jumlah hutang-hutangnya artinya hasil bersih penjualan harta
kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh hutang-hutangnya,
sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing
karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan
hutang.

Kemungkinan kedua adalah, harta benda debitur tidak cukup
memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu
kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivanya melebihi aktivanya.
Hal ini dapat terjadi mungkin karena harta kekayaannya menjadi berkurang
nilainya atau apabila harta kekayaan debitur dijual kepada pihak ketiga
sementara hutang-hutangnya belum dibayar lunas atau dapat juga terjadi ada

lebih dari seorang kreditur melaksanakan eksekusi, sementara nilai kekayaan
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debitur hanya cukup untuk menutupi satu piutang kreditur. Jika hanya ada satu
kreditur saja, maka ia dapat melaksanakan eksekusi atas kekayaan debitur
secara bertahap sampai piutangnya terlunasi semuanya atau sampai harta
benda debitur habis terjual.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan umum
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya
tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan
disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang
bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap
orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak
tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para Kreditur
konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan
undang-undang.
2. Jaminan Khusus

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum,
Undang-Undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini tersirat
dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang
berbunyi “ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing
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kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan
“. Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur / mengisi / melengkapi
(aanvullendrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian
yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang
lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur
lainnya. Kemudian Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu “ Hak untuk didahulukan
diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari
hipotek *.

Jaminan Khusus dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan
dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian
penanggungan misalnya borgtocht, garansi dan lain sebagainya sedangkan
jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotek, dan lain
sebagainya.

Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang
atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-
kewajiban si berhutang atau debitur.

Adapun ciri-ciri dari jaminan perorangan antara lain :

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya

borgtocht.
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4. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau
keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang
terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian.

Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua
kreditur mempunyai kekedukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.

5. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda
jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang
masing-masing.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas
suatu kebendaan milik debitur untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur
melakukan wanprestasi.

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan
kreditur mempunyai hak didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutangnya
diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur.
Dengan demikian jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari
jaminan perorangan.

Adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan antara lain :

1. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.

2. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik
kreditur.

3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.

4. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (droit de suite

| Zaaksgevolg).
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5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan
lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (droit de preference).
6. Dapat diperalihkan seperti hipotek.

7. Bersifat perjanjian tambahan (accessoir).

E. Asas-Asas Hukum Jaminan Kredit

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai
literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan,
sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :%*

1. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak
fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya
pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang
dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten / Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di
Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departeman Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan
pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya
dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas

nama orang tertentu.

2 Salim, Op. Cit., hal. 9
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3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat
dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah
dilakukan pembayaran sebagian.

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima
gadai.

5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.
Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun
tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi

tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

F. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Kredit

Ruang Lingkup dalam jaminan kredit meliputi jaminan umum dan jaminan
khusus. Jaminan Khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan
dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda
bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak
meliputi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak
tanggungan, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan
perseorangan meliputi borg, tanggungmenanggung (tanggung renteng), dan
garansi bank.

Sebagaimana obyek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu
hutang-piutang, secara umum jaminan kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga
kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan

(penanggungan hutang). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun
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1999, barang bergerak terdiri atas yang berwujud dan yang tidak berwujud.
Masing-masing kelompok jaminan kredit tersebut terdiri dari bermacam jenis dan
nama yang sulit untuk dirinci secara tegas. Barang bergerak yang berupa barang
berwujud, misalnya, adalah barang-barang perhiasan, surat berharga, kendaraan
bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, alat
transportasi laut dan sungai, alat transportasi udara, barang persediaan, barang
dagangan dan sebagainya.

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan
(melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel dan
sebagainya. Barang yang tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang, dan
sejenisnya. Sementara itu penanggungan hutang dapat berupa jaminan pribadi
(personal guaranty) dan jaminan perusahaan (company / corporate / guaranty).
Sebagaimana penanggungan hutang itu sendiri diatur oleh ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku Ketiga. Penanggungan

hutang lebih dikenal dalam lingkungan perbankan dengan istilah borgtocht.**

G. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan Kredit

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada
lembaga perbankan dan lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat
dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat benda jaminan yang baik adalah : %

2 M. Bahsan, Op. Cit., hal. 108
% . Satrio, Op. Cit., hal. 4
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1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau
meneruskan usahanya.

3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan
setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan
untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yng sangat penting dalam
menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat
memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah :

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang tutup.

2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan dapat memperoleh fasilitas
kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan
modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh
kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya
modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi
pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk
menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi
debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang
ditentukan. Disamping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha.

Karena dengan modalnya yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih
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lanjut. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan

bunga, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

H. Tinjauan Umum tentang Utang
1. Pengertian Utang

Utang adalah kewajiban debitor yang harus dibayar kepada kreditor dalam
bentuk mata uang rupiah atau mata uang lainnya yang timbul dari perjanjian
peraturan dan aturan sebab apapun. Utang merupakan kewajiban debitor yang
harus dibayar kreditor.

Sebelum debitor merencanakan penyelesaian Utang-piutang, perlu
diketahui prinsip-prinsip penyelesaian Utang-piutang menurut KUH Perdata,
karena prinsip-prinsip ini wajib ditaati dan perlu diketahui untuk dapat menyusun
penyelesaian utang-piutang.

Prinsip pertama dijumpai dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan
semua kekayaan debitor baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak
bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang
yang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat pada penyelesaian kewajiban
pembayaran utang debitor. Sedangkan prinsip kedua terdapat dalam Pasal 1132
KUHPerdata bahwa kekayaan termaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdata
merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan
secara proposional antara mereka masing-masing, kecuali jika antara para kreditor
itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima

pembayaran tagihannya.
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Dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada saat ini banyak Kkita
temui kreditur meminjamkan uangnya atau hartanya pada nasabah. Dalam hal ini
debitur meminjam uang kepada Bank TPN yang mana debitur harus membayar
kreditnya, tetapi debitur tidak sanggup memenuhi angsuran pembayaran kredit,
apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka disaranan akan kreditur di
dalamnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri langsung meminta sita
gugatan atas harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjikan.

Dalam hal ini debitur haruslah memenuhi janjinya untuk melunasi
utangnya kepada kreditor apabila tidak melunasinya maka disinilah timbul
permasalahan seperti kasus Dudy Wahyudi dan PT. BPTN Register No.
276/Pdt.G/2013/PN.Mdn bahwa Penggugat pada tanggal 08 Mei 2012
menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 0001728-SPK-7001-0512
penggunaan fasilitas kredit dari Tergugat dan Tergugat 2 dan dilanjutkan
persetujuan kredit senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
dengan agunan dan pengikatnya pokok yaitu tanah dan bangunan yang terletak di
Jalan Selamat Gang keluarga RT. 000 RW. 000 Kelurahan Sitirejo 11 Kecamatan
Medan Amplas. Maka karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya maka
Penggugat agar dapat melakukan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada
Tergugat I.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah terbukti secara hukum bahwa
Penggugat telah melakukan ingkar janji untuk mengganti biaya, rugi dan bunga
kepada Tergugat | sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan-pembicaraan tentang masalah
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ingkarjanji/ wanprestasi ini dan dihubungkan dengan kasus berdasarkan putusan
NO. 276/Pdt.G/2013/PN.Mdn melawan Tergugat | PT. Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk Pusat, Tergugat Il PT. Bank Tabunga Pensiunan Nasional Tbk
Region Sumbagut-NAD, Tergugat Il Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Medan yang bahwa Penggugat telah wanprestasi sehingga

Tergugat meminta ganti rugi atau pelelangan aset-aset Penggugat.
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